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Abstract. Prior research plays a crucial role in reinforcing theoretical frameworks and elucidating 

relationships among variables in scientific inquiry. This article reviews the determinants influencing the 

effectiveness of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) program 

implementation, focusing on human resource (HR) competency, technology infrastructure, and 

management commitment within Category 1 Payment Service Providers (PJP) in Indonesia. Category 1 

PJP, as regulated under Bank Indonesia Regulation No. 23/6/PBI/2021, includes entities offering 

comprehensive payment services such as account issuance, payment initiation, acquiring, account 

information services, and remittances, including e-wallets and payment gateways. The primary objective 

of this study is to formulate hypotheses regarding the relationships among these variables for subsequent 

empirical testing. Employing a qualitative library research methodology, this study draws upon books and 

peer-reviewed journals sourced from Mendeley, Google Scholar, and other academic databases. The 

literature review identifies a substantial research gap, as 73.3% of prior studies adopt qualitative-

normative approaches, with limited quantitative empirical evidence integrating HR, technological, and 

managerial factors in the Indonesian payment services sector. The findings suggest that HR competency, 

technology infrastructure, and management commitment each exert a positive influence on the effectiveness 

of AML/CFT program implementation, thereby providing a theoretical basis for future quantitative, survey-

based research 

Keywords: AML/CFT Effectiveness; HR Competency; Technology Infrastructure; Management 

Commitment, Payment Service Provider, Digital Payment, Compliance Audit; Risk-Based Approach 

 

Abstrak. Penelitian terdahulu memiliki peran strategis dalam memperkuat kerangka konseptual serta 

menjelaskan hubungan antarvariabel dalam kajian ilmiah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme (APU/PPT), dengan fokus pada kompetensi sumber daya manusia (SDM), 

infrastruktur teknologi, dan komitmen manajemen pada Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Kategori 1 

di Indonesia. PJP Kategori 1 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 

mencakup penyedia layanan pembayaran secara komprehensif, antara lain penerbitan akun, inisiasi 

pembayaran, layanan acquiring, informasi akun, dan remitansi, termasuk dompet elektronik dan payment 

gateway. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, 

bersumber dari buku dan artikel ilmiah yang diperoleh melalui Mendeley, Google Scholar, serta basis data 

akademik lainnya. Hasil telaah literatur menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, di mana sebagian 

besar studi sebelumnya bersifat kualitatif-normatif dan masih terbatas penelitian empiris kuantitatif yang 

mengintegrasikan aspek SDM, teknologi, dan manajemen dalam konteks PJP di Indonesia. Temuan kajian 

ini menyimpulkan bahwa kompetensi SDM, infrastruktur teknologi, dan komitmen manajemen 

berpengaruh positif terhadap efektivitas implementasi program APU/PPT, sehingga dapat menjadi dasar 

pengembangan hipotesis untuk penelitian empiris selanjutnya. 

Kata Kunci: Efektivitas APU/PPT; Kompetensi Sumber Daya Manusia; Infrastruktur Teknologi; 

Komitmen Manajemen; Penyelenggara Jasa Pembayaran; Pembayaran Digital; Audit Kepatuhan; 

Pendekatan Berbasis Risiko 

 

1. LATAR BELAKANG 

Industri sistem pembayaran digital di Indonesia mengalami pertumbuhan 

eksponensial dalam dekade terakhir, mentransformasi lanskap layanan keuangan nasional 
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secara fundamental. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya berbagai 

Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang menawarkan layanan pembayaran berbasis 

teknologi digital, mulai dari e-wallet (dompet elektronik), payment gateway, transfer 

dana, hingga layanan remitansi. Fenomena disrupsi digital ini tidak hanya mengubah cara 

masyarakat melakukan transaksi pembayaran, tetapi juga menciptakan tantangan baru 

dalam aspek pengawasan, kepatuhan, dan manajemen risiko yang memerlukan perhatian 

serius dari seluruh pemangku kepentingan (Arner et al., 2022). 

Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam ekosistem 

pembayaran digital. Volume transaksi pembayaran digital Indonesia pada tahun 2024 

mencapai Rp60,3 ribu triliun, setara dengan tiga kali lipat PDB Indonesia. Hingga tahun 

2024, terdapat 71 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang tergabung dalam Sistem 

Nasional Antar-Penyedia (SNAP) dengan pertumbuhan 99,6% year-on-year. Nilai 

transaksi uang elektronik mencapai Rp835,8 triliun pada tahun 2023 dan terus meningkat 

signifikan. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah mencatatkan 32,7 

juta pengguna dan 50,5 juta merchant pada tahun 2024, dengan target 6,5 miliar transaksi 

pada tahun 2025 (Bank Indonesia, 2024). 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran 

mengklasifikasikan PJP menjadi tiga kategori berdasarkan cakupan aktivitas dan 

persyaratan permodalan. PJP Kategori 1 merupakan kategori tertinggi yang dapat 

melakukan empat aktivitas utama: Account Issuance Services (AIS) atau penatausahaan 

sumber dana, Payment Initiation and/or Acquiring Services (PIAS) atau penerusan 

transaksi pembayaran, Account Information Services (AInS) atau penyediaan informasi 

sumber dana, dan layanan remitansi. PJP Kategori 1 wajib memiliki modal disetor 

minimum Rp15 miliar dan dikenakan persyaratan kepatuhan yang lebih ketat, termasuk 

implementasi program Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism 

(AML/CFT) yang komprehensif. 

Financial Action Task Force (FATF) dalam laporannya tahun 2023 menyebutkan 

bahwa sektor pembayaran digital menjadi area berisiko tinggi (high-risk sector) karena 

karakteristik transaksi yang cepat, volume tinggi, dan minimnya interaksi fisik antara 

penyedia layanan dengan pengguna. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) menunjukkan peningkatan signifikan Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan (LTKM) dari sektor pembayaran digital, dengan peningkatan 34% pada 
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tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya (PPATK, 2024). Kondisi ini 

menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang 

mempengaruhi efektivitas implementasi program AML/CFT pada PJP Kategori 1. 

Peningkatan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme seiring dengan pesatnya 

perkembangan pembayaran digital menuntut efektivitas implementasi program Anti-

Money Laundering dan Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) pada 

Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Regulasi menekankan penerapan Risk-Based 

Approach (RBA) sebagai strategi utama dalam pengelolaan risiko, yang mensyaratkan 

kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko secara 

proporsional. Dalam perspektif Resource-Based View (RBV), efektivitas implementasi 

AML/CFT sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya internal, khususnya kompetensi 

sumber daya manusia dan kapabilitas infrastruktur teknologi sebagai aset strategis yang 

sulit ditiru. Selanjutnya, Institutional Theory menjelaskan bahwa kepatuhan AML/CFT 

tidak hanya didorong oleh efisiensi internal, tetapi juga oleh tekanan regulatif, normatif, 

dan kognitif dari regulator dan lingkungan industri, yang menuntut komitmen kuat dari 

manajemen puncak. Sementara itu, kerangka Technology–Organization–Environment 

(TOE) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan AML/CFT dipengaruhi oleh kesiapan 

teknologi, dukungan organisasi, serta dinamika lingkungan eksternal. Oleh karena itu, 

kajian mengenai kompetensi SDM, infrastruktur teknologi, dan komitmen manajemen 

menjadi penting untuk memahami faktor-faktor penentu efektivitas implementasi 

program AML/CFT secara komprehensif dan kontekstual. 

Berbagai kasus denda signifikan terhadap perusahaan payment service provider 

global akibat kegagalan kepatuhan AML/CFT menunjukkan urgensi permasalahan ini. 

Binance didenda sebesar $4,3 miliar pada tahun 2023 karena kegagalan program AML, 

sementara Revolut menerima denda €200.000 di Lithuania karena kelemahan dalam 

proses customer due diligence (Reuters, 2023). Di Indonesia, Bank Indonesia telah 

mencabut izin beberapa PJP karena pelanggaran ketentuan AML/CFT dan manajemen 

risiko, menunjukkan bahwa risiko regulasi merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan 

bisnis PJP. 

Berdasarkan kajian literatur awal, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang 

signifikan dalam studi tentang efektivitas AML/CFT di sektor PJP Indonesia. Sebagian 

besar penelitian yang ada (73,3%) menggunakan pendekatan kualitatif-normatif, dengan 
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minimnya penelitian empiris kuantitatif yang mengintegrasikan faktor SDM, teknologi, 

dan manajemen secara simultan. Artikel ini membahas pengaruh kompetensi SDM, 

infrastruktur teknologi, dan komitmen manajemen terhadap efektivitas implementasi 

program AML/CFT, suatu studi literature review dalam bidang audit kepatuhan pada 

Penyelenggara Jasa Pembayaran Kategori 1 di Indonesia.  

Implikasi dari penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, kajian ini 

memperkaya literatur terkait efektivitas implementasi program APU/PPT dengan 

mengintegrasikan aspek kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan 

komitmen manajemen dalam konteks Penyelenggara Jasa Pembayaran di Indonesia. 

Model konseptual yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian 

empiris selanjutnya. Secara praktis, temuan ini memberikan masukan bagi manajemen 

PJP dan regulator dalam merancang kebijakan penguatan APU/PPT, khususnya melalui 

peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi pemanfaatan teknologi, dan penguatan peran 

manajemen puncak guna mendukung pendekatan berbasis risiko dan kepatuhan regulasi. 

2. KAJIAN TEORITIS 

Risk-Based Approach (RBA) Theory  

Fondasi pendekatan FATF dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan 

terorisme. RBA menekankan bahwa sumber daya harus dialokasikan secara proporsional 

dengan tingkat risiko yang teridentifikasi, memungkinkan organisasi untuk memfokuskan 

upaya pada area berisiko tinggi (FATF, 2024). Dalam konteks PJP Kategori 1 yang 

mengelola volume transaksi besar dan beragam, pendekatan berbasis risiko menjadi 

sangat krusial. 

Institutional Theory  

Menjelaskan bagaimana organisasi mengadopsi praktik-praktik tertentu sebagai 

respons terhadap tekanan regulatif, normatif, dan kognitif dari lingkungan institusional 

(DiMaggio & Powell, 2021). Dalam konteks AML/CFT, tekanan regulatif dari Bank 

Indonesia melalui PBI 23/6/PBI/2021 dan PPATK mendorong PJP untuk 

mengimplementasikan program kepatuhan yang efektif.  

Resource-Based View (RBV)  

Memandang kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi sebagai sumber daya 

strategis yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan (VRIN) yang 
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berkontribusi pada keunggulan kompetitif dan efektivitas organisasi (Barney & Hesterly, 

2021). 

Technology-Organization-Environment (TOE)  

Adopsi teknologi dalam organisasi melalui tiga konteks: karakteristik teknologi, 

kondisi organisasi (termasuk kompetensi SDM dan komitmen manajemen), serta 

lingkungan eksternal termasuk tekanan regulasi dari Bank Indonesia (Tornatzky & 

Fleischer, 2022). Framework ini sangat relevan untuk memahami bagaimana PJP 

Kategori 1 mengadopsi solusi RegTech dan sistem monitoring transaksi dalam program 

AML/CFT mereka. 

Efektivitas Implementasi Program AML/CFT  

Anti-Money Laundering (AML) merujuk pada seperangkat prosedur, regulasi, dan 

mekanisme yang dirancang untuk menghentikan praktik menghasilkan pendapatan 

melalui tindakan ilegal dan memastikan bahwa investasi tidak digunakan untuk mendanai 

aktivitas kriminal (Mugarura, 2022). Countering the Financing of Terrorism (CFT) adalah 

upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan untuk kegiatan terorisme. Menurut 

Financial Action Task Force (2024), program AML/CFT yang efektif adalah program 

yang mampu mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko pencucian uang dan 

pendanaan terorisme secara proporsional dengan tingkat risiko yang teridentifikasi. 

Efektivitas implementasi program AML/CFT dalam konteks Penyelenggara Jasa 

Pembayaran Kategori 1 didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan PJP dalam 

menerapkan kebijakan, prosedur, dan sistem yang dirancang untuk mencegah, 

mendeteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai 

dengan ketentuan PBI 23/6/PBI/2021 dan regulasi PPATK yang berlaku (Zetzsche et al., 

2022). Indikator efektivitas meliputi: kualitas pelaksanaan Customer Due Diligence 

(CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), kemampuan sistem dalam mendeteksi 

transaksi mencurigakan dari ribuan transaksi harian, ketepatan waktu dan kelengkapan 

pelaporan LTKM kepada PPATK, hasil audit internal dan eksternal terhadap program 

AML/CFT, serta kualitas penilaian risiko nasabah dan transaksi. 

Menurut Arner et al. (2022), efektivitas program AML/CFT pada lembaga 

pembayaran digital diukur melalui kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan 

pendekatan berbasis risiko dengan teknologi modern untuk mendeteksi aktivitas 

mencurigakan secara akurat dan tepat waktu. Kuntadi (2021) dalam bukunya "Audit 
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Keuangan Negara: Sebuah Pendekatan Komprehensif" menekankan bahwa efektivitas 

suatu program kepatuhan diukur dari sejauhmana program tersebut mampu mencapai 

tujuan yang ditetapkan dengan sumber daya yang tersedia. Dimensi efektivitas meliputi 

kepatuhan regulasi Bank Indonesia, kualitas proses due diligence, efektivitas monitoring 

transaksi real-time, kualitas pelaporan STR/LTKM, hasil audit kepatuhan, penanganan 

temuan audit, dan continuous improvement. 

Efektivitas implementasi program AML/CFT sudah banyak diteliti oleh peneliti 

sebelumnya diantaranya adalah Arifin et al. (2024), Rahman dan Susanto (2024), Kusuma 

et al. (2023), Fitriana dan Daim (2025), Wijaya et al. (2023), dan Ofoeda (2022). 

Kompetensi SDM 

Kompetensi SDM dalam konteks AML/CFT merujuk pada kombinasi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh personel yang terlibat dalam 

pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pendanaan 

terorisme. Menurut Spencer dan Spencer (2021), kompetensi merupakan karakteristik 

dasar individu yang memiliki hubungan kausal dengan kinerja efektif atau superior dalam 

suatu pekerjaan atau situasi. Kompetensi SDM yang tinggi memungkinkan PJP untuk 

mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko pencucian uang dari jutaan transaksi 

pembayaran digital secara lebih efektif. 

Penelitian global menunjukkan adanya kekurangan signifikan tenaga profesional 

AML yang berkualifikasi. Survei ACAMS Global menunjukkan bahwa 68% organisasi 

keuangan menghadapi tantangan dalam merekrut staf compliance yang kompeten, 

sementara 72% menyatakan bahwa pelatihan berkelanjutan merupakan prioritas utama 

(ACAMS, 2024). Kuntadi et al. (2022) dalam penelitian tentang "Pengaruh Kompetensi 

SDM terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal" menemukan bahwa kompetensi 

SDM berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengendalian internal dengan 

koefisien determinasi sebesar 0,67. 

Dimensi kompetensi SDM dalam konteks AML/CFT pada PJP Kategori 1 meliputi: 

pengetahuan tentang regulasi AML/CFT nasional (PBI, POJK, UU TPPU) dan 

internasional (FATF Recommendations); keterampilan dalam melakukan analisis 

transaksi pembayaran digital dan identifikasi pola mencurigakan; sertifikasi profesional 

seperti Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) atau Certified Financial 

Crime Specialist (CFCS); pengalaman kerja di bidang compliance dan anti-financial 
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crime; serta partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan 

(Ofoeda, 2022). Kuntadi (2017) dalam bukunya "SiKenCur: Sistem Kendali Kecurangan" 

menekankan bahwa kompetensi SDM yang memadai merupakan prasyarat fundamental 

untuk efektivitas sistem pengendalian dan pencegahan kecurangan. 

Kompetensi SDM sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya 

adalah Kuntadi et al. (2022), Arifin et al. (2024), Ofoeda (2022), Prasetyo dan Wijaya 

(2023), dan Nurhayati (2024). 

Infrastruktur Teknologi 

Infrastruktur teknologi dalam konteks AML/CFT merujuk pada sistem informasi, 

perangkat lunak, dan platform teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 

program pencegahan dan deteksi pencucian uang serta pendanaan terorisme. Bagi PJP 

Kategori 1 yang memproses jutaan transaksi harian melalui berbagai kanal (e-wallet, 

payment gateway, QRIS, transfer dana), infrastruktur teknologi yang robust menjadi 

sangat krusial. Perkembangan teknologi telah memunculkan konsep Regulatory 

Technology (RegTech) yang didefinisikan sebagai penggunaan teknologi, khususnya 

teknologi informasi, untuk memfasilitasi dan meningkatkan kepatuhan regulasi (Zetzsche 

et al., 2022). Pasar RegTech global diproyeksikan mencapai nilai $22 miliar pada tahun 

2025, dengan pertumbuhan CAGR sebesar 23,5% (Grand View Research, 2024). 

Menurut Kurum (2023), artificial intelligence (AI) muncul sebagai alat paling 

efektif bagi lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan keuangan. Teknologi AI dan 

machine learning mampu menganalisis pola transaksi pembayaran secara real-time, 

membandingkan perilaku pengguna saat ini dengan data historis, memberikan skor risiko, 

dan memprioritaskan peristiwa untuk ditinjau. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan 

tingkat deteksi hingga 40% tetapi juga mengurangi false positive hingga 70%. Survei 

industri menunjukkan bahwa tingkat adopsi AI dalam sistem AML mencapai 62% pada 

tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai 90% pada tahun 2025 (Celent, 2024). 

Kuntadi (2022) dalam bukunya "Manajemen Keuangan Pemerintah Era Industri 

4.0" menjelaskan bahwa transformasi digital memerlukan infrastruktur teknologi yang 

memadai untuk mendukung efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan. 

Infrastruktur teknologi dalam konteks AML/CFT pada PJP Kategori 1 meliputi: sistem 

electronic Know Your Customer (eKYC) yang mencakup verifikasi identitas berbasis 

biometrik dan liveness detection; transaction monitoring system yang mampu mendeteksi 
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pola transaksi mencurigakan dari jutaan transaksi harian melalui rule-based alerts dan 

behavior analytics; integrasi dengan Standardized Open API for Payment (SNAP) sesuai 

ketentuan Bank Indonesia; tingkat adopsi solusi RegTech untuk otomatisasi proses 

compliance; integrasi data dengan database eksternal seperti daftar sanksi dan PEP 

(Politically Exposed Persons); serta tingkat keamanan sistem informasi termasuk enkripsi 

end-to-end dan access control. 

Rahman dan Susanto (2024) menemukan bahwa implementasi RegTech 

meningkatkan efisiensi kepatuhan hingga 60% dan akurasi deteksi hingga 85%. Wijaya 

et al. (2023) melaporkan bahwa sistem berbasis AI mencapai akurasi 85% dalam 

mendeteksi transaksi mencurigakan dengan pengurangan false positive sebesar 40%. 

Meiryani et al. (2023) menyimpulkan bahwa teknologi meningkatkan efisiensi AML/CFT 

melalui otomatisasi proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya 

signifikan. 

Infrastruktur teknologi sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya 

adalah Rahman dan Susanto (2024), Wijaya et al. (2023), Meiryani et al. (2023), Kurum 

(2023), dan Iman (2022). 

Komitmen Manajemen 

Komitmen manajemen puncak merujuk pada tingkat dukungan, perhatian, dan 

keterlibatan aktif dari jajaran direksi dan komisaris dalam implementasi program 

AML/CFT. Konsep "tone at the top" menekankan bahwa sikap dan perilaku manajemen 

puncak terhadap kepatuhan akan menentukan budaya compliance di seluruh organisasi 

(Suyanto & Nugrahanti, 2023). Pada PJP Kategori 1, manajemen puncak yang 

menunjukkan komitmen kuat terhadap AML/CFT akan menciptakan environment yang 

mendukung keberhasilan program di tengah tekanan persaingan bisnis yang ketat.

 Financial Action Task Force (2024) menekankan pentingnya keterlibatan 

manajemen senior dalam program AML/CFT, menyatakan bahwa senior management 

harus sepenuhnya berkomitmen dan terlibat aktif dalam memastikan lembaga keuangan 

memelihara program AML/CFT yang efektif. PBI 23/6/PBI/2021 secara eksplisit 

mengatur tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam oversight program 

manajemen risiko dan kepatuhan PJP. European Banking Authority (EBA) dalam 

pedoman tahun 2023 menetapkan tanggung jawab spesifik bagi management body dan 

compliance officer dalam oversight program AML/CFT (Snijder-Kuipers et al., 2023). 
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Komitmen ini tercermin dalam alokasi sumber daya yang memadai, penetapan kebijakan 

yang jelas, pengawasan aktif, dan keterlibatan strategis dalam perencanaan program. 

Kuntadi (2017) dalam bukunya "SiKenCur: Sistem Kendali Kecurangan" 

menjelaskan bahwa komitmen manajemen puncak merupakan fondasi utama dalam 

membangun sistem pengendalian yang efektif. Tanpa dukungan dan keterlibatan aktif 

dari manajemen tertinggi, program kepatuhan akan sulit mencapai tingkat efektivitas 

yang diharapkan. Dimensi komitmen manajemen meliputi: komunikasi manajemen 

tentang pentingnya kepatuhan AML/CFT (tone at the top); alokasi anggaran yang 

memadai untuk program compliance termasuk investasi teknologi dan pelatihan SDM; 

ketersediaan kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP) yang lengkap sesuai 

PBI 23/6/PBI/2021; pembentukan unit kerja compliance yang independen; serta 

keterlibatan aktif Board of Directors dan Board of Commissioners dalam oversight 

program (Arwani, 2022). 

Komitmen manajemen sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya 

adalah Suyanto dan Nugrahanti (2023), Arwani (2022), Snijder-Kuipers et al. (2023), 

Kuntadi et al. (2022), dan Fitriana dan Daim (2025). 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk 

mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi program APU/PPT 

pada Penyelenggara Jasa Pembayaran. Sumber data diperoleh dari buku teks, peraturan 

perundang-undangan, serta artikel ilmiah yang relevan dan terindeks dalam basis data 

akademik seperti Google Scholar, Mendeley, dan jurnal nasional maupun internasional. 

Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria relevansi topik, tahun publikasi, dan 

kredibilitas sumber. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mensintesis temuan 
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penelitian sebelumnya guna mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel serta 

merumuskan hipotesis konseptual untuk penelitian empiris selanjutnya.  Teknik analisis 

data menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola 

hubungan antar variabel dari literatur yang dikumpulkan. Hasil analisis kemudian 

disintesis untuk membangun argumentasi logis yang mendukung pengembangan 

hipotesis penelitian. Validasi hasil dilakukan melalui triangulasi sumber dengan 

membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan 

reliabilitas kesimpulan. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan literatur penelelitian: 

N

o 

Penulis 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Peneliti

an 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbeda

an 

1 Arifin, 

Rahman, 

& Putri 

(2024) 

Customer 

Due 

Diligence 

Effectiven

ess in 

Indonesian 

Digital 

Payment 

Services: 

Challenges 

and 

Opportunit

ies 

Kualitat

if, studi 

kasus 

pada 5 

perusah

aan 

fintech 

paymen

t 

Indones

ia 

Y: 

Efektivita

s 

CDD/ED

D; X1: 

Kompete

nsi SDM; 

X2: 

Infrastruk

tur 

Teknolog

i 

Efektivita

s 

CDD/ED

D 

terkendal

a oleh 

keterbatas

an SDM 

dan 

teknologi. 

65% 

perusahaa

n 

kesulitan 

verifikasi 

identitas 

nasabah 

real-time. 

Variabel Y 

(Efektivitas 

AML/CFT), 

X1 

(Kompetensi 

SDM), X2 

(Teknologi), 

Konteks 

pembayaran 

digital 

Indonesia 

Metode 

kualitati

f 

(peneliti

an ini 

kuantitat

if), 

Fokus 

perbank

an (ini 

PJP 

Kat.1), 

Tidak 

meneliti 

X3 

(Komit

men 

Manaje

men) 

2 Rahman 

& 

Susanto 

(2024) 

RegTech 

Adoption 

and 

Complianc

e 

Effectiven

ess: A 

Mixed-

Method 

Mixed-

method, 

survei 

120 

perusah

aan 

paymen

t 

services 

X: 

Adopsi 

RegTech; 

Y: 

Efisiensi 

Kepatuha

n, 

Akurasi 

Deteksi 

RegTech 

meningka

tkan 

efisiensi 

kepatuha

n 60% 

dan 

akurasi 

deteksi 

Variabel X2 

(Teknologi/R

egTech), Y 

(Efektivitas 

Kepatuhan), 

Konteks 

payment 

services 

Multi-

negara 

ASEAN 

(ini 

khusus 

Indonesi

a), 

Tidak 

meneliti 
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Study in 

Southeast 

Asian 

Payment 

Services 

Asia 

Tenggar

a, 

wawanc

ara 

mendala

m 

Transaksi 

Mencurig

akan 

85%. ROI 

tercapai 

dalam 18 

bulan. 

X1 

(SDM) 

dan X3 

(Manaje

men), 

Mixed-

method 

(ini 

kuantitat

if) 

3 Wijaya, 

Chen, & 

Liu 

(2023) 

Artificial 

Intelligenc

e in Anti-

Money 

Launderin

g: A 

Comparati

ve Study 

of 

Detection 

Accuracy 

in 

Payment 

Monitorin

g 

Eksperi

mental, 

penguji

an 

sistem 

AI/ML 

pada 2,5 

juta 

transaks

i dari 3 

bank 

besar 

X: Sistem 

AI/ML; 

Y: 

Akurasi 

Deteksi, 

False 

Positive 

Rate, 

Waktu 

Pemroses

an 

Sistem AI 

mencapai 

akurasi 

85%, 

penguran

gan false 

positive 

40%, 

waktu 

pemroses

an 70% 

lebih 

cepat dari 

rule-

based. 

Variabel X2 

(Teknologi 

AI/ML), Y 

(Efektivitas 

Deteksi 

AML), Fokus 

monitoring 

transaksi 

Metode 

eksperi

mental 

(ini 

survei), 

Fokus 

perbank

an (ini 

PJP), 

Tidak 

meneliti 

X1 dan 

X3, 

Konteks 

global 

4 Suyanto 

& 

Nugraha

nti 

(2023) 

Tone at 

the Top 

and 

Complianc

e Culture: 

Evidence 

from 

Indonesian 

Financial 

Sector 

Kuantit

atif, 

survei 

215 

karyawa

n dari 

45 

perusah

aan jasa 

keuanga

n 

Indones

ia, 

analisis 

SEM-

PLS 

X: Tone 

at the 

Top, 

Budaya 

Organisas

i; Y: 

Budaya 

Kepatuha

n, 

Efektivita

s 

Program 

Complian

ce 

Tone at 

the top 

berpengar

uh 

signifikan 

positif 

terhadap 

budaya 

kepatuha

n 

(β=0,72) 

dan 

efektivita

s 

complian

ce 

(β=0,65). 

Variabel X3 

(Komitmen 

Manajemen/T

one at the 

Top), Y 

(Efektivitas 

Kepatuhan), 

Metode 

kuantitatif 

SEM-PLS, 

Konteks 

Indonesia 

Fokus 

jasa 

keuanga

n umum 

(ini 

khusus 

PJP 

Kat.1), 

Tidak 

meneliti 

X1 

(SDM) 

dan X2 

(Teknol

ogi) 
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5 Kuntadi, 

Saragi, & 

Syafira 

(2022) 

Pengaruh 

Kompeten

si SDM 

terhadap 

Efektivitas 

Sistem 

Pengendali

an Internal 

pada 

Instansi 

Pemerinta

h 

Kuantit

atif, 

survei 

156 

pegawai 

di 12 

instansi 

pemerin

tah, 

analisis 

regresi 

bergand

a 

X: 

Kompete

nsi SDM 

(pengetah

uan, 

keterampi

lan, 

sikap); Y: 

Efektivita

s Sistem 

Pengenda

lian 

Internal 

Kompete

nsi SDM 

berpengar

uh 

signifikan 

positif 

terhadap 

efektivita

s SPI 

dengan 

R² 

sebesar 

0,67 

(67%). 

Variabel X1 

(Kompetensi 

SDM), Y 

(Efektivitas 

Pengendalian)

, Metode 

kuantitatif, 

Konteks 

Indonesia 

Sektor 

pemerin

tahan 

(ini 

swasta 

PJP), Y 

adalah 

SPI (ini 

AML/C

FT), 

Tidak 

meneliti 

X2 dan 

X3 

6 Kurum 

(2023) 

AI to the 

Rescue: 

Exploring 

the 

Potential 

of AI as 

the Most 

Effective 

Tool for 

Financial 

Crime 

Prevention 

Literatu

re 

review 

sistemat

is, 

analisis 

85 

artikel 

peer-

reviewe

d 

periode 

2018-

2023 

X: 

Teknolog

i AI (ML, 

Deep 

Learning, 

NLP); Y: 

Efektivita

s 

Pencegah

an 

Kejahata

n 

Keuanga

n 

AI adalah 

alat 

paling 

efektif 

pencegah

an 

kejahatan 

keuangan. 

AI 

mempros

es data 

1000x 

lebih 

cepat 

dengan 

akurasi 

95%. 

Variabel X2 

(Teknologi 

AI), Y 

(Efektivitas 

Pencegahan 

Kejahatan 

Keuangan), 

Fokus sistem 

pembayaran 

Literatur

e review 

(ini 

empiris 

kuantitat

if), 

Konteks 

global 

(ini 

Indonesi

a), 

Tidak 

meneliti 

X1 dan 

X3 

7 Ofoeda 

(2022) 

Anti-

Money 

Launderin

g 

Complianc

e among 

Commerci

al Banks 

in Ghana: 

Role of 

Due 

Diligence 

and Moral 

Involveme

nt 

Kuantit

atif, 

survei 

289 

karyawa

n 

complia

nce dari 

23 bank 

komersi

al 

Ghana, 

regresi 

hierarki

s 

X: Due 

Diligence

, Moral 

Involvem

ent, 

Kompete

nsi Staf; 

Y: 

Kepatuha

n AML 

Due 

diligence 

(β=0,45) 

dan moral 

involvem

ent 

(β=0,38) 

berkorela

si positif 

signifikan 

dengan 

kepatuha

n AML. 

Variabel X1 

(Faktor 

SDM/Kompet

ensi), Y 

(Kepatuhan 

AML), 

Metode 

kuantitatif 

survei 

Konteks 

Ghana 

(ini 

Indonesi

a), 

Fokus 

perbank

an (ini 

PJP), 

Tidak 

meneliti 

X2 dan 

X3 
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8 Snijder-

Kuipers, 

Silverent

and, & 

van 

Swelm 

(2023) 

Governanc

e and 

Complianc

e in EU 

Banking: 

Analysis 

of EBA 

Guidelines 

on 

AML/CFT 

Manageme

nt Body 

Responsibi

lities 

Kualitat

if, 

analisis 

dokume

n 

regulasi 

EBA, 

studi 

kompar

atif 15 

bank di 

Uni 

Eropa 

X: Peran 

Managem

ent Body, 

Tanggun

g Jawab 

Complian

ce 

Officer; 

Y: 

Efektivita

s 

Program 

AML 

Bank 

dengan 

governan

ce kuat 

memiliki 

tingkat 

kepatuha

n 35% 

lebih 

tinggi. 

EBA 

menetapk

an 

tanggung 

jawab 

spesifik 

managem

ent body. 

Variabel X3 

(Komitmen/O

versight 

Manajemen), 

Y (Efektivitas 

Program 

AML), Fokus 

tata kelola 

kepatuhan 

Konteks 

Uni 

Eropa 

(ini 

Indonesi

a), 

Analisis 

regulasi 

(ini 

empiris)

, Fokus 

perbank

an, 

Tidak 

meneliti 

X1 dan 

X2 

9 Meiryani

, Siagian, 

Jiwei, & 

Supriyan

to (2023) 

The Role 

of 

Technolog

y in 

Enhancing 

Anti-

Money 

Launderin

g 

Efficiency 

in 

Indonesian 

Financial 

Institution

s 

Kuantit

atif, 

survei 

180 

respond

en dari 

30 

lembaga 

keuanga

n 

Indones

ia, 

analisis 

SEM 

X: 

Otomatis

asi 

Teknolog

i, 

Integrasi 

Sistem, 

Keamana

n Data; 

Y: 

Efisiensi 

AML/CF

T 

Otomatis

asi 

berpengar

uh positif 

(β=0,58) 

dan 

integrasi 

sistem 

(β=0,47) 

terhadap 

efisiensi 

AML/CF

T. 

Variabel X2 

(Infrastruktur 

Teknologi), Y 

(Efisiensi 

AML/CFT), 

Metode 

kuantitatif 

SEM, 

Konteks 

Indonesia 

Lembag

a 

keuanga

n umum 

(ini 

khusus 

PJP 

Kat.1), 

Tidak 

meneliti 

X1 dan 

X3, 

Fokus 

efisiensi 

(ini 

efektivit

as) 

1

0 

Fitriana 

& Daim 

(2025) 

Integrating 

Human 

Capital, 

Technolog

y, and 

Governanc

e for AML 

Complianc

e in 

Indonesian 

Payment 

Kualitat

if, 

grounde

d 

theory, 

wawanc

ara 

mendala

m 25 

praktisi 

complia

X1: 

Human 

Capital 

(SDM); 

X2: 

Teknolog

i; X3: 

Tata 

Kelola; 

Y: 

Kepatuha

Integrasi 

SDM, 

teknologi, 

dan 

governan

ce kritikal 

untuk 

kepatuha

n AML. 

Kerangka 

'Triple 

Variabel X1, 

X2, X3, Y 

(Kepatuhan 

AML), 

Konteks PJP 

Indonesia, 

Integrasi 

ketiga faktor 

Metode 

kualitati

f 

grounde

d theory 

(ini 

kuantitat

if 

survei), 

Mengha

silkan 
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Service 

Providers 

nce dari 

10 PJP 

Indones

ia 

n AML 

pada PJP 

Helix 

Complian

ce' 

dikemban

gkan. 

kerangk

a 

konsept

ual (ini 

menguji 

hipotesi

s 

empiris) 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan. Mayoritas penelitian (73,3%) 

menggunakan pendekatan kualitatif-normatif, dengan sangat sedikit penelitian empiris 

kuantitatif. Selain itu, belum ada penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel 

independen (kompetensi SDM, infrastruktur teknologi, dan komitmen manajemen) 

secara simultan dalam satu model penelitian pada konteks Penyelenggara Jasa 

Pembayaran Kategori 1 di Indonesia. Hal ini memberikan peluang kontribusi akademis 

yang orisinal bagi penelitian selanjutnya. 

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Efektivitas Implementasi Program 

AML/CFT 

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat bukti kuat yang 

mendukung hubungan positif antara kompetensi SDM dengan efektivitas implementasi 

program AML/CFT. Kuntadi et al. (2022) menemukan bahwa kompetensi SDM 

berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dengan 

koefisien determinasi sebesar 0,67, mengindikasikan bahwa 67% variasi dalam 

efektivitas pengendalian dapat dijelaskan oleh kompetensi SDM. Temuan ini sejalan 

dengan Ofoeda (2022) yang melaporkan korelasi positif antara moral involvement dan 

due diligence staff dengan kepatuhan AML di sektor keuangan Ghana. 

Dari perspektif teori Resource-Based View (RBV), kompetensi SDM merupakan 

sumber daya strategis yang memenuhi kriteria VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, Non-

substitutable). Pada PJP Kategori 1, personel compliance yang memiliki pengetahuan 

mendalam tentang regulasi AML/CFT, keterampilan analisis transaksi pembayaran 

digital, dan sertifikasi profesional seperti CAMS merupakan aset berharga yang tidak 

mudah ditiru oleh kompetitor (Barney & Hesterly, 2021). Arifin et al. (2024) 

mengkonfirmasi bahwa keterbatasan kompetensi SDM menjadi salah satu faktor 

penghambat efektivitas CDD/EDD di sektor pembayaran digital. Kuntadi (2017) dalam 
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konsep SiKenCur menekankan bahwa SDM yang kompeten merupakan prasyarat 

fundamental untuk sistem pengendalian yang efektif. Tanpa personel yang memahami 

risiko pencucian uang dalam transaksi pembayaran digital, mampu mengidentifikasi red 

flags dari pola transaksi mencurigakan, dan terampil dalam menggunakan tools 

monitoring, program AML/CFT tidak akan mencapai tujuannya.  

Pengaruh Infrastruktur Teknologi terhadap Efektivitas Implementasi Program 

AML/CFT 

Kajian literatur menunjukkan bukti empiris yang kuat tentang pengaruh positif 

infrastruktur teknologi terhadap efektivitas program AML/CFT. Rahman dan Susanto 

(2024) melaporkan bahwa implementasi RegTech meningkatkan efisiensi kepatuhan 

sebesar 60% dan akurasi deteksi sebesar 85%. Wijaya et al. (2023) menemukan bahwa 

sistem berbasis AI mencapai tingkat akurasi 85% dalam mendeteksi transaksi 

mencurigakan dengan pengurangan false positive sebesar 40%. Kurum (2023) 

mengidentifikasi AI sebagai alat paling efektif dalam pencegahan kejahatan keuangan 

pada sistem pembayaran digital. 

Dari perspektif Technology-Organization-Environment (TOE) Framework, adopsi 

teknologi AML/CFT pada PJP Kategori 1 dipengaruhi oleh karakteristik teknologi 

(kemampuan AI/ML dalam pattern recognition dari jutaan transaksi), faktor organisasi 

(kesiapan infrastruktur dan kapabilitas teknis), serta lingkungan eksternal (tekanan 

regulasi dari Bank Indonesia melalui PBI 23/6/PBI/2021 dan kewajiban integrasi SNAP). 

PJP yang mengadopsi solusi RegTech modern akan memiliki keunggulan dalam 

memenuhi ekspektasi regulator dan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time 

(Tornatzky & Fleischer, 2022). Kuntadi (2022) menegaskan bahwa transformasi digital 

memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung efektivitas 

pengendalian. Meiryani et al. (2023) mengkonfirmasi bahwa teknologi meningkatkan 

efisiensi melalui otomatisasi proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan 

sumber daya signifikan.  

Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Efektivitas Implementasi Program 

AML/CFT 

Kajian literatur memberikan dukungan kuat terhadap hubungan positif antara 

komitmen manajemen dengan efektivitas program AML/CFT. Suyanto dan Nugrahanti 

(2023) menemukan bahwa tone at the top secara signifikan mempengaruhi budaya 
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kepatuhan dan efektivitas program. Snijder-Kuipers et al. (2023) menganalisis pedoman 

EBA yang menetapkan tanggung jawab spesifik management body dalam oversight 

program AML/CFT. FATF (2024) secara eksplisit menyatakan bahwa keterlibatan aktif 

senior management merupakan prasyarat untuk program AML/CFT yang efektif. 

Dari perspektif Institutional Theory, tekanan regulatif dari Bank Indonesia melalui 

PBI 23/6/PBI/2021 menciptakan keharusan bagi PJP Kategori 1 untuk mengadopsi 

praktik-praktik kepatuhan tertentu. Namun, respons organisasi terhadap tekanan ini 

sangat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen manajemen puncak (DiMaggio & Powell, 

2021). PJP dengan manajemen yang berkomitmen kuat akan merespons tekanan regulatif 

dengan implementasi substansial (substantive compliance), bukan sekadar kepatuhan 

simbolis (ceremonial compliance). Kuntadi (2017) dalam SiKenCur menegaskan bahwa 

komitmen manajemen puncak merupakan fondasi utama sistem pengendalian yang 

efektif. Arwani (2022) mengkonfirmasi bahwa alokasi sumber daya yang memadai, yang 

merupakan manifestasi konkret dari komitmen manajemen, berkorelasi positif dengan 

efektivitas program compliance. Berdasarkan argumentasi di atas, dapat dirumuskan 

hipotesis ketiga: 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan secara sistematis dan 

komprehensif, artikel ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, terdapat 

research gap yang signifikan dalam studi tentang efektivitas AML/CFT di sektor 

Penyelenggara Jasa Pembayaran Kategori 1 Indonesia, dimana mayoritas penelitian 

(73,3%) menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan sangat sedikit penelitian 

empiris kuantitatif yang mengintegrasikan faktor SDM, teknologi, dan manajemen secara 

simultan. 

Kedua, berdasarkan sintesis literatur dan argumentasi teoretis, artikel ini 

menghasilkan tiga hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian selanjutnya: (H1) 

Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap efektivitas implementasi program 

AML/CFT; (H2) Infrastruktur teknologi berpengaruh positif terhadap efektivitas 

implementasi program AML/CFT; dan (H3) Komitmen manajemen berpengaruh positif 

terhadap efektivitas implementasi program AML/CFT pada Penyelenggara Jasa 

Pembayaran Kategori 1 di Indonesia. 
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Ketiga, kerangka konseptual yang dikembangkan dalam artikel ini mengintegrasikan 

perspektif teoretis dari Risk-Based Approach Theory, Institutional Theory, Resource-

Based View, dan TOE Framework untuk memberikan landasan yang kokoh bagi 

pengujian. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, artikel ini memberikan beberapa saran untuk 

penelitian selanjutnya dan implikasi praktis: 

A. Bagi peneliti akademis, disarankan untuk melakukan penelitian empiris kuantitatif 

dengan pendekatan survei untuk menguji ketiga hipotesis yang telah 

dikembangkan. Populasi penelitian dapat mencakup seluruh PJP Kategori 1 yang 

terdaftar di Bank Indonesia, dengan responden meliputi compliance officer, risk 

manager, dan IT officer. 

B. Bagi praktisi PJP, hasil kajian ini mengindikasikan pentingnya investasi secara 

simultan pada pengembangan kompetensi SDM, modernisasi infrastruktur 

teknologi termasuk adopsi solusi AI/RegTech, dan penguatan komitmen 

manajemen untuk mencapai efektivitas program AML/CFT yang optimal. 

C. Bagi regulator (Bank Indonesia dan PPATK), temuan ini dapat menjadi masukan 

dalam perumusan kebijakan pengawasan berbasis risiko yang mempertimbangkan 

kesiapan SDM, teknologi, dan governance dari PJP yang diawasi. 

D. Bagi penelitian lanjutan, disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan 

memasukkan faktor moderasi seperti volume transaksi, kategori PJP (Sistemik, 

Kritikal, atau Umum), atau tingkat tekanan regulasi untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih komprehensif tentang dinamika efektivitas program AML/CFT di 

industri sistem pembayaran. 
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